I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat
Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Supriatna
(1993:1) merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah
daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak
dalam pelaksanaan otonomi tersebut. Hak-hak tersebut antara lain mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah,
mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan
retribusi daerah, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan

sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta mendapat hak lainnya.



Diberikannya hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena
dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan
kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap di
koordinir oleh pemeritah pusat. Pemberian hak untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri diharapkan pemerintah mampu mengelola dengan

baik daerahnya untuk menunjang pembangunan daerah tersebui.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka daerah/kota lebih dituntut untuk
menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak,
retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Adli
Daerah (PAD), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi daerah dimaksud
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyel enggaraan pemerintahan
dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam

membiayai pembangunan pada masa sekarang.

Pembangunan secara umum diartikan sebagal suatu usaha untuk lebih
meningkatkan produktivitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang
dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam, sumber daya manusia
maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada
dasarnya dapat dikatakan usaha untuk mengubah masa lampau yang buruk
menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada

generasi yang akan datang.



Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasiona pada
hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah
sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Yani (2008:51) merupakan
pendapatan yang bersumber dari hasil pgak daerah, hasil retribus daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain adli
daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah
daam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi.

Peningkatan PAD merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan
urusan penyelenggaraan pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan
daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk
digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas

bal as jasa yang disediakan pemerintah.

Retribusi daerah menurut Yani (2008:63) merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau
badan. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk
meningkatkan dan meratakan kesgjahteraan masyarakat. Retribusi di bagi
menjadi tiga golongan menurut Siahaan (2013:620), yaitu retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribus jasa



umum dibagi menjadi 10 bagian, retribusi jasa usaha terdapat 13 bagian, dan
retribusi perizinan tertentu dibagi kedalam 4 bagian. Dalam penelitian ini,
penulis akan membahas mengenal retribus jasa umum yang salah satunya

yaitu retribusi parkir tepi jalan umum.

Pelayanan parkir merupakan penyediaan tempat parkir yang khusus
disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Keberhasilan
penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada
kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan

bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber PAD.

Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari
pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebaga mana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan
mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana
sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
daerah. Hal ini terlihat dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap
tahunnya. Sampai tahun 2014 jumlah kendaraan di Bandar Lampung yaitu +
3.488.195 unit dengan rincin kendaraan bermotor sebanyak + 3.460.708 unit
dan Kendaraan mobil sebanyak + 27.487 unit.
(http://digilib.unila.ac.id/6660/14/BAB%201.pdf dengan judul kontribus
retribusi parkir terhadap PAD di Kota Bandar Lampung diakses pada tanggal
10 maret 2015, pukul 21:14 WIB)

Selanjutnya berikut penulis sgjikan penelitian terdahulu terkait retribusi

parkir. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu:



Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No. Nam_a_ Judul Metode Teori Hasil
Peneliti
1. Beti arvita | Analisis Faktor- [Metode yang digunakan | Faktor-faktor yang | Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan,
Faktor Penyebab [dalam penelitian ini adalah | menjadi acuan yaitu : penyebab masih rendahnya retribusi parkir di Kota
Rendahnya analisis komponen utama, | e Sosialisasi Padang adalah: bencana alam gempa bumi tahun
Realisasi yaitu teknik yang digunakan | e Regulasi 2009, pengalihfungsian lahan pedagang kaki lima,
Penerimaan untuk menyederhanakan suat | e Sikap juru parkir space parkir yang tetap (tidak berubah), tidak relevan
Retribusi ~ Parkir data secara linier sehingga | o pengelolaan antara setoran penerimaan retribusi parkir dengan
Di Kota Padang  fterbentuk sistem koordinat | Pengawasan karcis yang terjual, pengelolaan parkir yang terjadi
baru dengan varians menggunakan sistem kontrak lahan parkir dan tarif
maksimum. Setelah dianalisa retribusi parkir yang tidak merata.
diharapkan  hasilnya  bisa
menjadi  hipotesa  untuk
penelitian berikutnya.

2. Sheila Peranan Retribusi | Kualitatif Dengan meilhat penetapan | Retribusi parkir tidak memiliki peran yang tidak
Ratna Parkir Dalam tarif retribusi parkir, yaitu | terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota
Dewi Meningkatkan ditetapkan berdasarkan | Magelang dibandingkan dengan pajak daerah atau

Pendapatan  Asli kebijakan daerah dengan | retribusi  daerah lainnya.  Tetapi, walaupun
Daerah Kota mempertimbangkan biaya | peranannya kecil, retribusi parkir mampu melebihi
Magelang penyediaan lahan parkir, | target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu

kemampuan masyarakat, | peningkatan PAD di Kota Magelang.

dan aspek keadilan.

Besarnya retribusi yang

harus dibayar dihitung dari

perkalian antara tarif dan

tingkat penggunaan jasa

parkir.

3. Heru Analisis Kualitatif Teori yang di gunakan | potensi retribusi parkir belum digali secara optimal,
Prasetyo Penerimaan yaitu  efektivitas dan | hal ini dapat dilihat pada presentase realisasi

Retribusi  Parkir efisiensi. Efektivitas | penerimaan retribusi parkir dengan potensi retribusi
Terhadap  PAD merupakan hubungan | parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% setiap




Kota Yogyakarta

antar  keluaran  dengan
tujuan atau sasaran yang
harus dicapai. Maka, yang
dimaksud dengan
efektivitas retribusi parkir
yaitu menggambarkan
kemampuan  pemerintah
daerah dalam
merealisasikan  retribusi
parkir yang ditrencanakan
dibandingkan dengan
target retribusi parkir yang

telah ditetapkan.
Sedangkan efisiensi
merupakan hubungan

antara masukan sumber
daya oleh suatu unit
organisasi dengan keluaran
yang dihasilkan. Maka
definisi efisiensi retribusi

parkir adalah
menggambarkan

perbandingan antara
besarnya  biaya  yang
dikeluarkan untuk

memperoleh  penerimaan
retribusi  parkir dengan
realisasi penerimaan
retribusi ~ parkir  yang
diterima.

tahunnya. Sistem perencanaan, pengelolaan dan
peran serta manejemen keuangan pemerintah daerah
dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan
retribusi parkir, belum dilaksanakan sepenuhnya.
Pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam
pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum
dilaksanakan sepenuhnya, baik itu dalam sistem
pemungutan maupun dalam pelaporan, sehingga
kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar.




Maka dapat disimpulkan dari ketiga penelitian sebelumnya teori yang
digunakan berbeda dengan teori yang penulis akan teliti dalam penelitian ini.
Penulis menggunakan teori Josef R. Kaho yaitu terdapat 3 faktor yakni
pengetahuan asas organisasi, faktor disiplin kerja pegawai dan yang terakhir

faktor pengawasan.

Penulis ingin melihat masalah terkait retribusi parkir tepi jalan umum yang
ada di Kota Bandar Lampung, karena berdasarkan pra-riset yang telah
dilakukan pada 11 Maret 2015 data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa
realisas penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapal target setiap
tahunnya, padahal dari data yang penulis dapatkan titik lokasi parkir yang ada

di Kota Bandar Lampung cukup banyak.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan
data terkait laporan redlisasi anggaran PAD bidang retribusi parkir tepi jalan
umum yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Realisas Anggaran Pendapatan Daerah Bidang
Retribus Parkir Tepi Jalan Umum

TAHUN APBD-P REALISASI %

2010 Rp. 1.630.000.000,00 Rp. 1.520.247.000,00 | 93,26%

2011 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 2.277.058.500,00 | 56,92%

2012 Rp. 5.400.000.000,00 Rp. 3.890.489.000,00 | 72,00%

2013 Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 4.200.000.000,00 | 70,00%

2014 Rp. 6.600.000.000,00 Rp. 4.925.028.400,00 | 74,62%

Sumber : Laporan Dinas Pendapatan Daerah K ota Bandar Lampung



Berdasarkan tabel 2 redlisasi pendapatan retribusi daerah khususnya retibusi
pakir di tepi jalan umum dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target.
Padahal jika kita melihat di jalanan jumlah kendaraan terus meningkat yakni
terhitung pada tahun 2014 sekitar + 3.488.195 unit dengan rincin kendaraan
bermotor sebanyak + 3.460.708 unit dan kendaraan mobil sebanyak + 27.487
unit. (http://digilib.unila.ac.id/6660/14/BAB%201.pdf), ini terlihat dengan
seringnya terjadi kemacetan di beberapa titik di Kota Bandar Lampung.
Jumlah kendaraan yang terus meningkat seharusnya PAD dari sektor retribusi
parkir dapat mencapai target. Hal tersebut diperkuat dengan informasi yang di
beritakan oleh media pelita nusantara, yaitu sebagai berikut:

“Penyebab gagalnya pencapaian tersebut yakni akibat faktor cuaca yang
sering hujan deras serta banyaknya hari libur di tahun 2014 sehingga jumlah
kendaraan baik roda dua maupun empat yang parkir ditepi pertokoan menjadi
berkurang,” papar Rifa’i selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar
lampung.  (http://pelitanusantara.com/news/2015/01/85-di shub-belum-capai -
target.html. diakses padatanggal 24/03/2015)

Selain karena faktor cuaca, masalah terkait penyebab tidak tercapainya target
yaitu adanya juru parkir liar yang tidak mau menyetorkan pendapatannya di
beberapa titik di Kota Bandar Lampung, lalu adanya pembangunan fly over
yang mengakibatkan tutupnya pertokoan dibawah fly over yang berdampak

pula padajuru parkir yang kehilangan lahan parkir.

Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung terdapat 93 titik dalam
20 wilayah. Pembagian wilayah parkir terdapat dua zona yaitu zona 1 dan
zona 2. Pembagian wilayah zona 1 maksudnya yaitu kawasan wilayah yang

paling ramai dikunjungi, misalnya wilayah tersebut terdapat pasar tradisional



maupun pasar swalayan. Maka tarif yang diberlakukan di zonaini lebih besar

daripada di zona 2.

Pembagian wilayah parkir pada zona 2, merupakan kawasan yang tidak
terlalu ramai tetapi tidak juga terlalu sepi, karena didaerah tersebut hanya
berdiri pertokoan-pertokoan sgja. Tarif yang diberlakukan di zona 2, maka
tidak sebesar tarif yang diberlakukan di zona 1. Bedanya kurang lebih Rp.

500,- antara area parkir zona 1 dan zona 2.

Banyaknya titik lokasi yang tersebar di seluruh sudut Kota Bandar Lampung
khususnya lokasi yang berada di tepi jalan umum yang dapat dijadikan lahan
parkir. Sangat banyaknya kawasan yang potensial di Kota Bandar lampung
maka sudah sewgjarnya jika penerimaan dari sektor retribusi parkir dapat
menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar

Lampung dalam menunjang peningkatan PAD.

Setelah diberlakukannya karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,
sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung, berdasarkan observas
peneliti padatanggal 1 Maret 2015 ketika memasuki jalan pangkal pinang di
Tanjung Karang terdapat beberapa pegawa dari Dinas Perhubungan yang
menyerahkan karcis masuk, di karcis tersebut tertulis Rp. 1.500,- jika melihat
zona yang diberlakukan Pangkal Pinang termasuk dalam zona 1, yaitu zona
yang paling ramai dikunjungi maka besarnya tarif untuk kendaraan bermotor
sebesar Rp. 1.500,-, lalu tarif yang diberlakukan untuk kendaraan roda empat

yaitu sebesar Rp. 2.500,-.
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Ketika penulis berada di dalam jalan pangkal pinang terdapat beberapa juru
parkir yang membantu untuk memarkirkan motor. Tetapi ketika keluar dari
jalan pangkal pinang, semua yang memasuki jalan pangkal pinang dikenakan
tarif kembali sebesar Rp. 1.000,-, bahkan terkadang ketika memberikan Rp.
2.000,- tidak dikembalikan. Kesimpulannya sekali masuk di jalan pangkal
pinang sgja masyarakat dikenakan tarif Rp. 2.500,- bahkan bisa Rp. 3.500,-
untuk kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat sekali masuk kedalam

jalan Pangkal Pinang maka dikenakan tarif Rp. 4.500,-.

Petugas Dinas perhubungan yang melihat tidak ada satu petugas pun yang
berani menegur aks pungutan liar tersebut. Jika pungutan liar itu
dimaksudkan untuk membantu menaikkan PAD dari sektor retribusi parkir
seharusnya dari tahun ke tahun besarnya realisasi selalu mencapal target,
tetapi pada kenyataannya kontribusi dari retribus parkir tidak pernah

mencapai target.

Besarnya tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dengan jumlah
kendaraan yang terus meningkat pemerintah diharapkan untuk pendapatan
asli daerah di Bandar Lampung mencapai target, tetapi nyatanya sumber
pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tidak pernah mencapai
target pertahunnya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu “menggali”
sumber-sumber  keuangan untuk memenuhi  kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tujuan pembangunan daerah adalah sama dengan pembangunan nasiona

yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan
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permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tidak

Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir di Kota

Bandar Lampung?”

C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa sgja yang
menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung tidak

pernah mencapai target.

D. Kegunaan Pen€litian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu:
Secara teoritis, memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan keuangan daerah khususnya retribusi daerah.

2. Kegunaan praktis pendlitian ini yaitu :
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi praktis pemerintahan, kepala daerah, Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan stakeholder terkait dalam

mengelolaretribusi parkir.



	PENDAHULUAN.pdf
	I.pdf
	II.pdf
	III.pdf

